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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Keberhasilan pemerintah pusat dalam kemajuan pembangunan daerah 

terlihat dari tingkat kemandirian daerah dalam mengelola daerahnya. Kebijakan 

yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah dengan 

memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengelola 

keuangan daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah 

memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai 

prinsip daerah otonom yang nyata (Kuncoro, 2010). 

 Otonomi daerah berdasarkan ketentuan undang-undang dapat didefinisikan 

sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan (UU No.32/2004). Lebih lanjut dalam Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa 

otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur jalannya pemerintahan, urusan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka 

sejak tahun 2001 otonomi daerah dilaksanakan di seluruh provinsi dan 
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kabupaten/kota di Indonesia. Menurut Rasyid (1998) mengemukakan bahwa hal 

yang diharapkan dari otonomi daerah adalah pemberian pelayanan publik yang 

lebih memuaskan, mengakomodasi partisipasi masyarakat, pengurangan beban 

pemerintah pusat, menumbuhkan kemandirian dan kedewasaan daerah, serta 

menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun 

pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai 

secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001 dimana kebijakan tersebut dipandang 

sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya 

(Khaira, 2018). Desentralisasi sendiri adalah penyerahan wewenang pemerintahan 

kepada Daerah Otonom untuk menjadi urusan rumah tangga Daerah Otonom. 

Bank Dunia menyebut bahwa program desentralisasi di Indonesia termasuk 

program besar dan disebut sebagai big bang decentralization. Kebijakan tersebut 

tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada 

masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan 

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah. 

 Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik ke 

desentralisasi memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan 

mengelola keuangan daerahnya. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan daerah 

sepenuhnya menjadi wewenang daerahnya. Pengelolaan keuangan sangat besar 

pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah 

yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi 

tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. 
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 Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah pada kabupaten dan kota di 

Indonesia dimulai dengan penyerahan wewenang antara pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi 

meliputi berbagai hal, seperti halnya pembiayaan untuk pembangunan daerah. Hal 

ini lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah.  

 Dalam upaya memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, peran 

pemerintah daerah sangat penting dalam menggali potensi sumber daya yang 

dimiliki daerah. Di samping mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah 

yang telah dipungut selama ini. Kewenangan daerah untuk memungut Pendapatan 

Asli Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana 

telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan 

selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang ini 

mencerminkan keleluasaan daerah untuk menggali sumber-sumber pembiayaan 

dari daerahnya sendiri. 

 Pendapatan Asli Daerah akan menjadi faktor yang sangat penting dalam 

upaya menciptakan kemandirian daerah dimana PAD akan menjadi sumber dana 

utama bagi daerahnya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah 

daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah untuk kemajuan pembangunan 

daerahnya. 

 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari 

sumber-sumber penerimaan seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan 

lain-lain yang sah seperti laba BUMN, hasil kekayaan alam, dan lain sebagainya. 
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Sumber penerimaan daerah yang terbesar adalah dari sektor pajak dan retribusi 

daerah. Pajak daerah adalah pungutan pemerintah daerah dimana pelaksanaannya 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap orang/badan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga 

daerahnya. Sedangkan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat 

dari adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang 

berdasarkan pelayanan maupun pembayaran yang langsung dapat dinikmati secara 

perorangan oleh masyarakat dan pelaksanaannya berdasarkan atas peraturan yang 

berlaku disebut retribusi daerah.  

 Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan 

daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintahan daerah saja 

sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi 

juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat 

yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi 

ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menggunakan 

jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah diwajibkan membayar pajak atau 

retribusi terutang. Oleh karena itu masyarakat perlu memahami ketentuan pajak 

dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memahami kewajibannya dengan 

penuh tanggung jawab. 

 Retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah memegang 

peranan penting maka dalam proses pemungutannya diperlukan aturan sebagai 

dasar hukum agar adanya kepastian hukum bagi pemungut retribusi tersebut. Pada 

hakikatnya retribusi daerah lebih beraneka ragam dan bervariasi antara daerah 
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yang satu dengan daerah lainnya. Semakin maju suatu daerah akan semakin 

banyak fasilitas atau jasa yang perlu disediakan untuk pemenuhan kegiatan 

ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga semakin banyak pula jasa-jasa retribusi 

yang dapat dipungut oleh daerah. 

 Retribusi yang selanjutnya disebut retribusi daerah merupakan pungutan 

atas penyediaan jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan tujuan untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Retribusi 

Daerah. Adapun jenis-jenis retribusi daerah berdasarkan peraturan tersebut adalah 

retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu (Yani, 2008). 

 Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas jasa-jasa yang 

diberikan/disediakan oleh daerah dan digunakan untuk kepentingan umum. 

Adapun sasaran dari retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau Badan. 

Retribusi jasa umum pada Pasal 3 A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

menyatakan bahwa kriteria dari retribusi jasa umum adalah sebagai berikut; (1) 

yang termasuk dalam retribusi tersebut adalah jasa umum dan bersifat non pajak, 

(2) jasa tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat bersama, (3) jasa tersebut 

layak dikenakan retribusi, dan (4) dengan adanya pungutan atas jasa tersebut 

memungkinkan tersedianya pelayanan yang lebih baik.  

 Pasal 110-124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa 

jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi 

pelayanan pendidikan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi 
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penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, retribusi 

pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir tepi jalan 

umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, 

retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak 

peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan 

limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, dan retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi. 

 Salah satu objek retribusi jasa umum yang dikelola pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah retribusi pelayanan 

kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan atas pelayanan 

kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai 

Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan 

lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.  

 Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Selatan selama periode 2015 hingga 2020 cenderung mengalami 

kenaikan dan penurunan. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan retribusi 

pelayanan kesehatan pada masing-masing kabupaten/kota. Adapun realisasi 

penerimaan retribusi pelayanan kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 

Selatan adalah sebagai berikut. 
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Sumber : DJPK, data diolah 

Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2020 

 

 Berdasarkan Gambar 1.1. Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan 

Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2020 

menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama empat tahun terakhir 

cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 

1, Gambar 2, dan Gambar 3, dimana selama kurun waktu 2017 hingga 2018 

penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di masing-masing kabupaten/kota 

cenderung mengalami penurunan, seperti Kota Pagaralam, Prabumulih dan Lubuk 

 

Gambar 1 

 

 
 

Gambar 2 

 

Gambar 3 
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Linggau, serta Kabupaten Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering 

Ulu, Banyuasin, OKU Timur dan Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya pada 

tahun 2019 mengalami peningkatan seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan 

Komering Ilir, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, OKU Selatan, OKU 

Timur, Ogan Ilir, Empat Lawang, PALI, dan beberapa kota seperti Kota 

Palembang, Prabumulih dan Pagaralam. Adapun beberapa daerah yang 

mengalami peningkatan sepanjang tahun 2017-2020, seperti Kota Palembang, 

Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Empat Lawang. Penerimaan retribusi 

pelayanan kesehatan terendah adalah Kota Pagaralam dengan penerimaan sebesar 

Rp 3,431,000, dan yang tertinggi adalah Kabupaten OKU Selatan dengan 

penerimaan sebesar Rp 10.703.663.959. Sampai pada tahun 2020 penerimaan 

retribusi pelayanan kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih 

menunjukkan fluktuasi, dimana penerimaan tersebut pada sebagian 

kabupaten/kota menunjukkan penurunan dan sebagian lainnya menunjukkan 

peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada 

peluang dalam mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah khususnya retribusi 

pelayanan kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 

berikutnya. 

 Retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi 

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain, Produk Domestik Regional 

Bruto, jumlah penduduk, dan jumlah pasien (Yulianto, 2005). 
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 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat untuk mengetahui 

perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah merupakan indikator penting 

dalam menentukan arah pembangunan yang tercermin dalam Produk Domestik 

Regional Bruto atau PDRB.  

 Menurut Sukirno (2004), Produk Domestik Regional Bruto merupakan 

nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu 

wilayah tertentu. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu 

pencerminan kemajuan suatu daerah. Meningkatnya PDRB menunjukkan 

kemajuan dalam pengelolaan daerah, sebaliknya PDRB yang rendah 

mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum mampu dikelola secara optimal.  

 Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan mendefinisikan PDRB 

sebagai jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh 

sektor perekonomian di suatu wilayah. Besaran PDRB yang dihasilkan oleh 

masing-masing daerah sangat bergantung pada faktor-faktor produksi yang 

dimiliki daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor 

tersebut menyebabkan besaran PDRB antar daerah bervariasi. PDRB atas dasar 

harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke 

tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui 

besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Dengan 

meningkatnya PDRB akan menambah basis fiskal sebagai sumber penerimaan 

daerah untuk pembiayaan program-program pembangunan (Susetyo, 2008). 
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 Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 

Selatan memberikan gambaran kinerja perekonomian daerah. PDRB atas dasar 

harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi daerah 

dari tahun ke tahun. Berikut ini akan disajikan perkembangan Produk Domestik 

Regional Bruto kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2020. 

Tabel 1.1 

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020  

Kabupaten/Kota 
PDRB ADHK (dalam Miliar Rupiah) 

2018 2019 2020 

Palembang  98,661 104,526 104,043 

Lahat 11,724 12,382 12,472 

Musi Banyuasin 42,678 44,627 44,605 

Musi Rawas 12,922 13,682 13,714 

Muara Enim 38,864 41,594 41,595 

Ogan Komering Ilir 19,219 20,207 20,228 

Ogan Komering Ulu 9,349 9,876 9,867 

Prabumulih 5,102 5,385 5,375 

Pagar Alam 2,161 2,230 2,234 

Lubuk Linggau 4,109 4,343 4,334 

Banyuasin 18,989 19,981 20,000 

OKU Timur 9,506 10,063 10,054 

OKU Selatan 5,442 5,718 5,732 

PALI 4,433 4,706 4,717 

Empat Lawang 3,349 3,470 3,473 

Musi Rawas Utara 5,332 5,116 5,573 

Ogan Ilir 7,119 7,486 7,493 

Jumlah 291,840 307,907 315,465 

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, data diolah 
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 Berdasarkan Tabel 1.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto 

ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 2015 

hingga 2019 cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan PDRB tahun 2020 

relatif kecil bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan, 

seperti Kota Palembang menjadi sebesar 104,043 triliun, Kota Prabumulih sebesar 

5,375 triliun, Kota Lubuk Linggau sebesar 4,334 triliun, Kabupaten Musi 

Banyuasin sebesar 44,605 triliun, Kabupaten OKU Timur sebesar 10,054 triliun 

dan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 9,867 triliun. Pertumbuhan PDRB 

yang relatif kecil ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyerang 

Indonesia termasuk kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Kabupaten/Kota dengan 

PDRB tertinggi adalah Kota Palembang pada tahun 2018 sebesar Rp 96,66 triliun. 

Selanjutnya di tahun 2019 sebesar Rp 104,526 triliun dan mengalami penurunan 

pada tahun 2020 menjadi Rp 104,043 triliun. Adapun kabupaten/kota dengan 

PDRB terendah adalah Kota Pagaralam dimana pada tahun 2020 PDRB hanya 

sebesar Rp 1,893 triliun. Hingga tahun 2020 PDRB Kota Pagaralam mengalami 

peningkatan menjadi Rp 2,231 triliun. Meningkatnya pertumbuhan PDRB 

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan memberikan gambaran bahwa masing-

masing wilayah tersebut sedang dalam masa berkembang. Salah satu faktor 

penting untuk mengukur kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu 

adalah dengan melihat tingkat PDRB daerah tersebut.  

 Menurut Fitriah, Agus dan Saguyo (2018) selain PDRB, variabel penting 

dalam mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan adalah jumlah 

penduduk. Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada 
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perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. 

Pertambahan jumlah penduduk memberikan dampak positif dalam meningkatkan 

kegiatan perekonomian daerah. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan 

Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan bahwa jumlah penduduk kabupaten/kota 

di Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan 

bertambahnya jumlah penduduk tentunya harus disertai dengan perbaikan kualitas 

pelayanan kesehatan untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Adapun 

perkembangan jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan 

tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut. 

 
Sumber : BPS, Jumlah Penduduk 

Gambar 1.2  Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2018-2020 

 

 Berdasarkan Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2018 hingga 2020 
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cenderung mengalami peningkatan. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 

terbanyak adalah Kota Palembang dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk 

sebesar 1,651,857 jiwa. Hingga pada tahun 2019 dan 2020 mengalami 

peningkatan masing-masing 1,662,893 jiwa dan 1,668,848 jiwa. Jumlah penduduk 

paling sedikit adalah Kota Pagaralam dimana pada tahun 2018 sebesar 137,964 

jiwa. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah penduduk sebesar 139,194 ribu jiwa, 

hingga pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Pagaralam kembali mengalami 

peningkatan menjadi 143,844 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk di 

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan dipastikan setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Keadaan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang lebih baik.  

 Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik tentunya akan 

meningkatkan kepuasan pasien yang berkunjung ke lembaga kesehatan tersebut. 

Pasien merupakan setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung di lembaga kesehatan yang disediakan daerah setempat. 

Berikut perkembangan total jumlah pasien yang menderita penyakit HIV/AIDS, 

IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 

tahun 2018-2020. 
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Tabel 1.2 

Perkembangan Jumlah Pasien Penderita Penyakit Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020. 

 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Pasien Penderita Penyakit 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan fluktuasi. 

Penyumbang pasien penderita kasus penyakit terbanyak selama tahun 2018 

sampai 2020 adalah Kota Palembang, dimana pada tahun 2019 pasien penderita 

penyakit seperti TB, Diare, serta Malaria sebanyak 57,872 orang. Jumlah pasien 

penderita kasus penyakit paling sedikit adalah Kota Pagaralam, dimana pada 

tahun 2020 kasus penderita penyakit sebanyak 1,483 orang. Selanjutnya pada 

tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah pasien di masing-masing kabupaten/kota. 

Peningkatan jumlah pasien ini mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan 

2018 2019 2020

1 Ogan Komering Ulu 7.584           7.210       6.195 

2 Ogan Komering Ilir 14.678       12.868       7.895 

3 Muara Enim 16.910       18.234     16.530 

4 Lahat 6.492           5.950       3.560 

5 Musi Rawas 7.549         11.259       5.968 

6 Musi Banyuasin 13.274       16.173     12.259 

7 Banyuasin 24.472       27.633     11.355 

8 Ogan Komering Ulu Selatan 7.252           5.939       3.570 

9 Ogan Komering Ulu Timur 9.913           9.809       5.165 

10 Ogan Ilir 7.852           6.570       5.360 

11 Empat Lawang 2.231           2.548       2.268 

12 Pali 5.558           6.526       3.425 

13 Musi Rawas Utara 5.228           2.800       1.966 

14 Palembang 53.264       57.872     30.306 

15 Prabumulih 4.567           5.688       2.205 

16 Pagar Alam 1.923           2.237       1.483 

17 Lubuk Linggau 5.589           6.277       4.059 

Jumlah 194.336 205.593 123.569 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pasien Penderita 

Penyakit (jiwa)
No.

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 
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masyarakat mengalami penurunan. Namun, dengan bertambahnya jumlah pasien 

juga memiliki dampak positif terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. 

Dimana penerimaan tersebut dapat dialokasikan untuk perbaikan fasilitas 

kesehatan sehingga akses masyarakat terhadap kesehatan semakin membaik. Pada 

keadaan tertentu dengan akses kesehatan yang layak turut mendukung 

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. 

 Salah satu pelayanan yang mendasar bagi pemerintah daerah adalah 

pelayanan di bidang kesehatan.  Dimana dalam penyediaan pelayanan kesehatan 

untuk masyarakat harus didukung dengan pembiayaan yang baik. Salah satu 

sumber pembiayaan tersebut adalah penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. 

Peningkatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan 

Jumlah Pasien. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi penerimaan retribusi 

pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti “Pengaruh PDRB, 

Jumlah Penduduk, dan Jumlah Pasien terhadap Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional 

Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Pasien terhadap Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ?  
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Produk Domestik 

Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Pasien terhadap Penerimaan 

Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagi Akademisi 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

atau kontribusi bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan 

khususnya dan mahasiswa Fakultas Ekonomi pada umumnya tentang 

faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan 

Kabupaten-Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengingat retribusi 

pelayanan kesehatan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli 

Daerah.  

b) Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan 

masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian 

sejenis. 

2) Bagi Praktisi 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan sebagai rujukan dalam membuat kebijakan untuk 

kemajuan ekonomi daerah. 
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b) Pemerintah Kabupaten dan Kota serta Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Selatan, dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan 

dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan 

pendapatan asli daerah khususnya retribusi pelayanan kesehatan 

mengingat potensinya cukup besar dalam peningkatan pendapatan 

daerah.   
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